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BUPATI CILACAP

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR :'4 8  TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA BAGI
ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN CILACAP

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

: a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kecuangan
Daerah, disebutkan - bahwa Pemerintah Daerah dapat
memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri
Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan
memperhatikan  kemampuan  keuangan daerah  dan
memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan
kescjahtecraan berdasarkan beban kerja  atau  tempat
bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi dan
prestasi kerja;

. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (5) Pecraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah discbutkan Tambahan penghasilan
berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai negeri
sipil yang dalam mclaksanakan tugasnya bcerada pada
lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam
melaksanakan tugasnya memiliki tingkat resiko yang tinggi
dikarenakan berbenturan langsung dengan masyarakat
pelaku pelanggaran peraturan daerah, para pelaku unjuk

-rasa/demonstrasi, pengguna dan penjual minuman keras

dan lain-lain  sehingga perlu diberikan tambahan
penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan
keuangan dacrah; : ‘ -

. bahwa berdasarkan pertimbangan -sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan hurufl ¢, perlu menctapkan
Pcraturan Bupati Cilacap tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Bagi Anggota Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran .
2013;



Mengingat

Menctapkan

1.

Undang-Undang Nomor 13  Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Tengah (Bcerita Negara Republik Indonesia
tanggal 8 Agustus 1950);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Nomor 3041) scbagaimana tclah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pcrubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 359,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004  tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lcmbaran Necgara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Dacrah (Lecmbaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Dacrah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Kcuangan Dacrah (Lembaran Dacrah
Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8);

. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Dacrah
dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap
(Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor
14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor
53);

Peraturan Daerah Kabupalen Cilacap Nomor 1 Tahun 2013
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Dacrah
Kabupaten Cilacap Tahun 2013, Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA BAGI
ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
CILACAP TAHUN ANGGARAN 2013



Pasal 1

Memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kondisi Kerja Bagi
Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2013
yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

a. Pejabat Eselon IIb Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah)

b. Pejabat Esclon Illb Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah)

c. Pejabat Eselon [Va Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu
rupiah)

d. Anggota/Pelaksana Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu
rupiah)

Pasal 2

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupatcen
Cilacap Tahun Anggaran 2013 Kode Kegiatan/Rekening
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.02.03;

A
Pasal 3
Pcraturan Bupat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daecrah Kabupaten Cilacap.
Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 23 JAN 2“‘3
.

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 3 JAN 2013
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